BAPPERIDA |
HALMAHERA BerAKH #E‘%ma

o PRy TR S 1 e —

BMAT At R TR L

%}
RENGANA KERJA

PEMERINTAH DAERAN

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
AHUN 2021



https://v3.camscanner.com/user/download

§_J) BAPPERIDA
HALMAHERA
BARAT

KATA PENGANTAR

Segala Puj1 dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencanan Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat tahun 2026 dapat tersusun.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dmubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027,
diharapkan seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara terarah, efisien, dan
terkoordinasi, sejalan dengan Tema: ”Akselerasi SDM, Penguatan Ekonomi
Agrobisnis, Tata Kelola Digital, dan Pemerataan Infrastruktur
Berkelanjutan”. Diharapkan mampu menjadi katalisator bagi transformasi
ekonomi daerah. Keberhasilan dokumen 1nm1 sangat bergantung pada sinergi antara
pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain 1tu, penyelarasan dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan
menengah, baik tingkat nasional maupun daerah, menjadi landasan penting untuk
memastikan kesinambungan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Semoga dengan tersusunnya Dokumen in1 diharapkan dapat meningkatkan
akuntantabilitas pemerintah daerah yang pada akhirya akan tercapai visi dan misn
pemerintah daerah demi terwujudnya “DIAHI” Halmahera Barat.

Bupati Halmahera Barat

JAMES UANG, S.PD., MM
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun sebagai penjabaran
operasional dar1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta kerangka
pendanaan dalam satu tahun anggaran. Dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah, RKPD memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen yang menjembatani
arah kebijakan pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan
tahunan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 menjadi bagian
penting dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2025-2029. Dokumen 1n1 disusun untuk menjamin konsistens1 arah kebijakan
pembangunan daerah, menjaga kesimnambungan program dan kegiatan, serta
memastikan bahwa target pembangunan jangka menengah dapat dicapai secara
bertahap sesuai prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan.

RKPD memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. RKPD menjadi
dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Selain
itu, RKPD berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta
sebagail mstrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah secara
akuntabel.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan
keterpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, kebijakan
pembangunan Provinsi Maluku Utara, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pendekatan 11 dilakukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah
selaras dengan prioritas lintas pemerintahan, responsif terhadap kondisi daerah,
serta sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yaitu

“Mewujudkan Kabupaten Halmahera Barat sebagai Daerah Agrobisnis:
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Aman, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang Religius pada Tahun 2029,
RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat
pelaksanaan program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik. Berdasarkan vist dan misi daerah, RKPD Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2027 mengusung tema '"Akselerasi Hilirisasi Agrobisnis dan
Konektivitas Wilayah untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan"
diharapkan mampu menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi daerah.
Keberhasilan dokumen 1n1 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor
swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027
diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan
daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Selain itu, RKPD juga
berperan dalam memastikan keterpaduan antarsektor, antarwilayah, dan antar
pelaku pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara
efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dokumen 11 sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis
pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan secara
optimal. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan setiap program dan kegiatan
yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung
percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkesinambungan dan
terukur. RKPD juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah melalui penetapan indikator yang jelas dan terukur,
sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara
sistematis. Dengan demikian, RKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
perencanaan, tetapi juga sebagai alat kendali dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab secara menyeluruh.

RKPD memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen utama dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinergis, dan berbasis kinerja.
Dalam kerangka tersebut, RKPD tidak hanya merupakan dokumen perencanaan
tahunan, tetapt juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah yang menjamin keterkaitan antara perencanaan,
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penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran capaian kinerja secara terukur,
sistematis, dan akuntabel.

Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan pengembangan ekonomi
dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta Perangkat
Daerah penanggung jawab program dan kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan
dalam RKPD menjadi rujukan utama dalam penyusunan indikator kinerja pada
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta menjadi dasar dalam penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan
untuk mengukur capaian pembangunan daerah.

Secara normatif, RKPD berkedudukan sebagai dasar dalam penyusunan
Kebrjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal 1n1, pengalokasian anggaran
daerah harus mengacu pada target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
RKPD, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan
pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Secara operasional, RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam peningkatan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pelayanan
publik dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh
Perangkat Daerah melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah wajib mengacu
pada indikator kinerja, target kinerja, kelompok sasaran, dan lokasi kegiatan yang
telah ditetapkan dalam RKPD, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki
kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan
daerah.

Secara faktual, RKPD berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.
Dalam hal 1n1, indikator kinerja yang termuat dalam RKPD menjadi dasar dalam
pengukuran, pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yang
selanjutnya menjadi dasar dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terukur, sistematis, dan

akuntabel. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen utama dalam menilai
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tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah secara objektif, terukur, dan
berkelanjutan, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan kinerja
pada periode perencanaan berikutnya.

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2027 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Neger1t Nomor 86 Tahun 2017, yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1.1.1. Persiapan Penyusunan

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan awal yang bertujuan untuk
memastikan kesiapan kelembagaan, data, dan perencanaan teknis dalam
penyusunan RKPD. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1) Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang

pembentukan tim penyusun RKPD;

2) Pelaksanaan orientast mengenai RKPD;

3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;

4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

1.1.2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui serangkaian analisis
dan penelaahan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah, yang
meliputi:

1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;

2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;

3) Analisis kapasitas rul keuangan daerah;

4) Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;

5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

6) Penelaahan terhadap sasaran rpymd;

7) Penelaahan terhadap arah kebijakan rpymd;

8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dalam rkp dan program

strategis nasional;
9) Penelaahan pokok-pokok pikiran dprd;
10) Perumusan prioritas pembangunan daerah;

11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
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1.1.3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum konsultasi publik merupakan tahapan pembahasan Rancangan Awal
RKPD bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk
memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hasil pembahasan dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala
Perangkat Daerah, serta perwakilan masyarakat yang hadir.

Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil
kesepakatan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalur Sekretaris
Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan

Awal Renja Perangkat Daerah.
1.1.4. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tahap penyempurnaan terhadap
Rancangan Awal RKPD yang dilakukan berdasarkan:

1) Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi;

2) Hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku

Utara, RKP, serta program strategis nasional.

1.1.5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdir1 atas Musrenbang RKPD di tingkat
kecamatan dan Musrenbang RKPD di tingkat kabupaten. Musrenbang tingkat
kecamatan merupakan forum pembahasan usulan dar1 desa/kelurahan, sedangkan
Musrenbang tingkat kabupaten merupakan forum pembahasan Rancangan RKPD
yang bertujuan untuk:
1) Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
2) Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
3) Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target
kinerja serta lokasi kegiatan;
4) Melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah
dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi maluku utara;
5) Melakukan klarifikasi kewenangan program dan Kkegiatan antara
pemerintah kabupaten dan pemerintah desa berdasarkan hasil

Musrenbang kecamatan.
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1.1.6. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan
Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD. Rancangan
Akhir RKPD yang telah disusun selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

1.1.7.Penetapan RKPD

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan oleh Kepala
Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan
penetapan dan pengundangan. Peraturan Bupati tentang RKPD selanjutnya
digunakan sebagai:

1) Pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat

Daerah;
2) Pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Rancangan Kebjjakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disusun berdasarkan RKPD kemudian
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai dasar dalam
penyusunan Rancangan APBD.

Seluruh proses penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan
melalui koordinasi, sinergi, dan harmonisasi antar Perangkat Daerah dan pemangku
kepentingan. Proses tersebut didukung oleh penerapan sistem e-planning melalu
aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), guna memastikan
keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan

daerah.
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1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur
perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyusunan
RKPD, serta dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan.

1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dar1 Korupsi, kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang Undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti uu no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi
Undang Undang.

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) diubah dan disempurnakan oleh dua undang-
undang utama: UU Nomor 2 Tahun 2015 (penetapan Perpu 2/2014) dan
UU Nomor 9 Tahun 2015.

8.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan daerah
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9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengengolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara 4578)

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114)

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas
peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Mentert Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
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